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BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa sehubl.lng~ dengatl ..adanya alih tugas dan jabatan
struktufaIdi1i11~l.l'9~l:lll~emerintah Kabu paten Majalerigka
berda,sarkan .Keputusan .Bupati Nomor .. 80pjKep.762;.
BKl:JSDMj2021. tentangPemberhentian cll:lllPengap-gkatan
Pegawai Negep Sipildwidan dalamJabatanPiIIlPipap-Tinggi
Pratama,'.j"aba:tanAdministrator dan Jabatan pengawas di

,(,}",;'. :,,;:'<,,'-'-,:'~_:~',":"_' ",,_,..--, '-:_"'C"';',,_~

Lingkungah 'Perrierlntah" Kabupaten Majalengka, maka
Keputusan Bupati MajGl1engka Nomor 954jKep.7-
BKADj2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pemhantu, dan Rekening Perangkat Daerah
serta,Pelimp~ai}". sebagian Wewenang Dati Pengguna
Anggaran Kepada:I{ul:isl:i,p'eng~na Anggaran di Lingkungan
Pemerlntah Kabupaterl'MajaleJ}gka perlu disesuaikan;

b. bahwa berdas8.rk;8.n ketentuan Pasal 5. huruf b Undang-
UndangJN0Il1:0r 1 Tahulf 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Kuas~Pel:"l~~Ila.!\hgg~fan, Bendahara Penerimaan,
danj atau Bendabara,PengeIuaran ditetapkan oleh Bupati;

. . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufadan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas
Keputusan Bupati Majalengka Nomor 954jKep.7-
BKADj 2021 tentangPenetapan Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pel1ggpnl:i Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Peng~Il}C1.rap-,Bendahara Penge1uaran Pembantu,
dan Rekening Peraiigk:at Daerah serta Pelimpahan sebagian
Wewenang Dati 'Pengguna Anggaran Kepada Kuasa
Pengguna Anggaran dfLingkungan Pemerlntah Kabupaten
Maj8.lengka.
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1. Undang-Undang .Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daer~- Da.erah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propin,si)pjawa Barat (Berita Neg!'iraRepublik
Indonesia Tahup.'19g0) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undan~t ,N()mor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabup~ten Purwakarta dan Kabupaten
Slibang denganMen'gubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang ,Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten ','Da1~ Lingkungan" Propinsi Djawa Barat
(Lembar~ Negaragepublik Indonesia Tahun ,1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2851);

2. Uhdang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara N~gara yang Bersih dan Bebas Korl.lpsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indone~ia Ta4tln; 19~.~,Nomor 75, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndo:l1'esia Nomor 3851);

3. Undang-Undang NomOr17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (LembarEffiNegaraRepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4286);

4. Undang-UndaIlgNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaa~' N:egara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik'I:i:ldonesiaNomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pep~elolaan dan .Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran l'l~garaRepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tarribahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4400);

6. Undang-Undang'Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentul<:an:P~raturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repl.1bli~>Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan. Lembar~Ne~ara'Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana.i;t~!~ diub~ dengan Uridang-Undang
Nomor 15 Tahuh'2019 tentang Perubahan Aias Undang-
Undang Nomor ,12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan, Perundang::'Un."dangan ( Lembaran, Negara
Republik IndoIlesiaT~un 2011 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndoriesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan J?a'<'1rah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu:i:l2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara RepublikInd(mesi~ Nomor 5587) sebagaimana
telah beberllP~ .kali.diubah .., terakhir derigan Undang-
Undang NOln()r:Undang-yndang Nomor 9 Iahun 2015
tentang PerubagantKep,ua.' 1}tasUndang-Undang NOIn9r23
Tahun 20 14 'tenta,n~':Pen:i~rintahan Daerah(Lenibaran;
Negara "Relmbl~~In~.9nesia Tahun 2015 Nomor' S8,
Tambahan tembaran.'Negara Repl.lblik Indonesia Nomor
5679);

8. Undang-Undang 3
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administiasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor292, Tarribahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pem~pntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Daria
Perimbangaii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia .Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntaiisi .Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indon~si~'I'o/1Un 2010 Nomor 123, TaJ:llbahan
Lembaran Negaia R~~ti.blikIndonesia Nomor 5165);

11. Peraturaii BemeriIltah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daer8.h.(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6279);

12. Peratllr~J:l Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengeloikanKeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah1l}}2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara RepublikTndonesia Nomor 6322);.

13. ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman'I'eknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita NegaraRep~blik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. PeraturanDaera1?- ..~abupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentangP~mbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Ka,.bup~ten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten "MajalengkaTahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana...•te1ah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mfijalengka Npmor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan i}.tasPera.turan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 14 T~un2()16 tentang Pembentukan dan Susunan
Peran!SkatD~~r~ Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

15. Per~turan Bupa.t:i Majalengka Nomor 28 Tahun 2018
teritaiig Sist~m d?lll Pr6sedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kahupatee¥lfl-jal~ngka dengan Peraturan (Berita
DaerahKabupat~n;":r0:a'jaJ.e;;'gkaTahun 2018 Nomor 34).

,,", ". '

16. Peraturan Qaerah!Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun
2020 ten1:ro}gAri~ar~n' Pendapatan dan Belanja. Daerah
Kabupaten:l\l1aj~l~!1gkaTahun Ariggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupa.ten'Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);

17. Peraturan .4
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17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Ka!Jupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor
123) sebagaimanl::\. telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 38 Tahun
2021 tentang Perubah an Keempat atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2021 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor
954jKep.7-BKADj2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengelu~an, Bendahara. Pengeluaran Pembantu,
dan Rekeriing Perangkat Daerah serta Pelirripahan sebagian
Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna
Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
untuk Nomor Urut4(empat), NomorUrut 16 (enam belas),
Nomor Urut 20 (dua pu,Juh),Nomor Urut 34 (tiga puluh empat),
Nomor Urut36 (tigapuluh enam), Nomor Urut 48 (empat puluh
delapan), dan Nomor Urut 50 (lima puluh) dengan perubahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada'tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal .3 !Igu.stus 2021

BUPATI MAJALENGKA,



,"' ,,'

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPAJ! MMALENGM8::'.. ,I', /
NOMOR . q]I1[Ke-r:4 19. .'1:-:BK,;_,2021
TANGGAL: j JgUS"tuB 2021"
TENTANG: PERUBAHAN KETUJUH ATAS1i:EPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 954jKep.7-BKADj2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNAANGGARAN,

BENDAHARA PENER!MAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN REKENING PERANGKAT DAERAH SERTA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAR!
PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO SKPD
ATASAN LANGSUNG PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BENDAIiARA

REKENING BANKNAMAINIP GOL JABATAN NAMA/NIP GOL JABATAN
1 2 3 4 6 6 7 S' 9
4. Dlnas Pendidikan Dr. H.I. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd IV/e Kepala Dinas Pendidikan Dr. HI. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd IV/e Peruw:una An""aran Rekenirw: Bank Jabar Banten :

NIP. 196407301985122001 NIP. 196407301985122001 0160260402010
Dr. H.I. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd IV/e Kepala Dinas Pendidikan Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd IV/b Kuasa Peruw:una Arw:llaran

.-

NIP. 196407301985122001 NIP. 196608221989031005
Dr. HI. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd IV/e KePala Dinas Pendidikan FITRI APRILIA, S.Pd IIIIe Bendahara Penlleluaran
NIP. 196407301985122001 NIP. 198004102010012004

16. Dinas Par!wisata dan Kebudayaan H WING SOLEHUDIN, S.Sos., MP IV/e KePala Dinas Pariwisata dan H WING SOLEHUDIN, S.Sos., MP IV/e Perw:lluna An""aran Rekenirw: Bank J abar Banten :
NIP. 197112021992021001 Kebudayaan NIP. 197112021992021001 0075462980001
H WING SOLEHUDIN, S.Sos., MP IV/e Kepala Dinas Pariwisata dan MAMAN SUNJANA II/b Bendahara Pengeluaran
NIP. 197112021992021001 Kebudayaan NIP. 197002162012121001

20 Dlnas Penanaman Modal dan PeIavanan Drs. UCU SUMARNA, M.S!. IV/e Kepala Dinas Penanaman Modal dan Drs. UCU SUMARNA, M.S!. IV/e Penlllluna Aruw:aran Rekenirw: Bank Jabar Banten :
Terpadu Satu Pintu NIP. 196605131986111002 Pelayanan Terpadu Satu Pintu NIP. 196605131986111002 0004053397001

Drs. UCU SUMARNA, M.S!. IV/e KePala Dinas Penanaman Modal dan ARIPUSMAN II/b Bendahara Penerimaan
NIP. 196605131986111002 Pelayanan Terpadu Satu Pintu NIP. 198001172014061001
Drs. UCU SUMARNA, M.S!. IV/e Kepala Dinas Penanaman Modal dan SUCI PURNAMA SARI, A.Md lI!d Bendahara Penlleluaran
NIP: 196605131986111002 Pelayanan Terpadu Satu Pintu NIP. 198301312014062001

34 Keeamatan Palasah ABDUL AJm, S.Sos IV!b Camat Palasah ABDUL AJm, S.Sos IV/b Peruw:una Aruw:aran Rekeninll Bank Jabar Banten :
NIP. 197108091992031006' NIP. 197108091992031006 0160260402968
ABDUL AJm, S.8os IV/b Camat Palasah JAYUS II/d Bendahara Perw:eluaran
NIP. 197108091992031006 NIP. 196404102007011024

36 Keeamatan Argapura WAWANKURNIAWAN, 8.8os., M.T. IV/a Camat Argapura WAWAN KURNIAWAN, S.8os., M.T. IV!a Pengguna Anggaran Rekening Bank Jabar Banten :
NIP. 196907161995031004 NIP. 196907161995031004 0160260402939
WAWANKURNIAWAN, S.80s., M.T. IV/a Camat Argapura DEDI SUPRIADI II/d Bendahara Pengeluaran
NIP. 196907161995031004 NIP. 196411071990031010

48 Kecamatan Su.kabaj! MOMON RUKMAN, S.H., M.H. lV!a Camat Sukahaii MOMON RUKMAN, S.H., M.H. IV!a P~una Anggaran Rekening Bank Jabar Banten :
NIP. 19751231200511031 NIP. 19751231200511031 0160260402850
MOMON RUKMAN, S.H., M.H. IV/a Camat Sukaha,ii EFA FAKHRUDIN YULIANA IIle Bendahara Pengeluaran
NIP. 19751231200511031 NIP. 197607242010011 007

50 Keeamatan Sumberjaya DEDE SUNARYA, S.STP., M.8!. IV/a Camat Sumbena,ya DEDE SUNARYA, 8.STP., M.S!. IV!a Pengguna Anggaran Rekenirw: Bank J abar Banten :
NIP. 198211042002121001 NIP. 198211042002121001 0160260402899
DEDE SUNARYA, S.STP., M.S!. IV!a Camat Sumbetjaya DEDI SUPANDI IIle Bendahara Pengeluaran
NIP. 198211042002121001 NIP. 197104042010011003

BUPATI MAJALENGKA,

~I
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